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ABSTRAK : _ bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip
demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan
akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah, bertujuan untuk
mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan
berkeadilan; dan retribusi daerah merupakan kebijakan daerah yang
dipungut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

— Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Gangguan (Hinder
Ordonnantie, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450);
UndangUndang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38
Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor
44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2010; Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997; Peraturan Presiden Nomor
1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah
Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 3 Tahun 2009;

— Dalam Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, Pemerintah Kota Magelang mempunyai hak dan kewajiban mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat.

— Maksud dan tujuan; 3. Jenis dan subjek retribusi perizinan tertentu; 4. Prinsip
yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi 5.



Retribusi IMB; 6. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; 7.
Retribusi izin gangguan; 8. Retribusi izin trayek; 9. Wilayah pemungutan; 10.
Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan
pembayaran; 11. Tata cara penagihan; 12. Kadaluarsa penagihan; 13.
Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi dan/ atau
sanksinya; 14. Insentif pemungutan retribusi; 15. Sanksi administrasi; 16.
Penyidikan; 17. Ketentuan pidana; 18. Ketentuan penutup;

CATATAN : _ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
— Ditetapkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011.

— Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 30
Desember 2011 Nomor 19.

— Penjelasan: 5 him



